
http:/ /jdi h.pemalangkab.go.id/ 

BUPATI PEMALANG 

PERATURAN HUPATI PEMALANG 
NOMOR 82 TAHUN 2008 

TENTANG 

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL 
DINAS PERTANLAN DAN KEHUTANAN 

KABUPATEN PEMALANG 

BUPAT! PEMALANG, 

Menimbang a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Pemalang Nomor 53 
Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 
Dinas Daerah Kabupaten Pemalang, perlu menetapkan Uraian Tugas 
Jabatan Struktural Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu 
menetapkan Peraturan Dupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural 
Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang. 

Mengingat : I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentng Pembentukan Daerah 
daera.h Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 
tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan.(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5i, 

Tambahan L mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389): 
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahzn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah bebcrapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai 
Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
4593); 
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3. Peraturan Pemerintah Nomoe ahun Ou7 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daeruh abupaten/Kota Lembaran Negara Republil 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737j 

• Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4741); 

10. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 

I I .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk 
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor I Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Pemalang Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 
2008 Nomor I. 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang 
(Lembaran Daerah Kaburaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12): 

14. Peraturan Bupati Peralang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penjabaran 
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalan 
(Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Noror 53) 

MEMI TUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN 

STRUKTURAL DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN 

KABUPATEN PEMALANG 

A L  

K F I E  NTHAN MIM 

• 

Dalam Peraturan Bupati ini,  yang dimak sud dengan 
I. Daerah adalah Kabupaten Pemalamg 
2. Pemerintah Kabupaten Pemalang. selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati dan 

Perargkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 
3. Bupati adalah Bupati Pemalang 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah yang terdiri dari sekretariat daerah. 

sekretariat D)PD), dinas daerah, lembaga teknis daerah. keeamatan dan kelurahan. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sckretaris Daerah Kabupaten Pemalang 
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Pemalang. 
7, Dinas Pertanian dan kehutanan adalah Dias Pertanian dan kchutanan Kabupaten Pemalang 
8. Kepala Dias adalah Kepala Dinas Pertanian dan kehutanan Kabupaten Pemalang 
9. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan. 

menyajikan untuk program-program kelembagaan. kepegawaian dan ketatalk sanaan serta 
memberikan layanan pemanfaatannya b i  pihak-pihak yang mengyunakanna 

[0 Tugas adalah proses mengolah ahan e a dengan mengunakan perangkt keria ntul  

memperoleh hasil kerja 
I I .  Uraian Tugas adalah paparan secara rinet tetang 1gas, 
I2 Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas. tnggung jawah, wewenang 

dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin satuan jabatan dalam organisasi 
13. Pelaksana Tugas/Staf adalah pegawai yang melaksanakan tugas-Igas teknis 

14. Pimpinan adalah pegawai yang melaksanakan tugas-tugas manajerial/ kepemimpinan 
I5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Kabupaten Pemalang. 

' 
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BAB II 

SUSUNAN ORGANISASI 

Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehuanan, terdiri dari. 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, terdiri dari: 

• Subbagian Perencanaan; 
2. Subbagian Keuangan; 
3. ubbagian Umum. 

c. Bidang Fanaman Pangan. terdiri dari 
I Seksi Produksi Tanaman Pangan 
2. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air; 
3. Seksi Pembinaan dan Pasca Panen 

d. Bidang Kchutanan, terdiri dari 
1 Seksi Produksi dan Peredaran Hasil Hutan: 
2 Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahun; 
3 Seksi Perlindungan dan Keamanan Matan 

e. Bidang Perkebunan, terdiri dari: 

I. Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan; 

2. Seksi Perlindungan Tanaman Pekebunan: 

3. Seksi Produksi Perkebunan. 

f Bidang Peternakan, terdiri dari: 

L. Seksi Produksi Peternakan; 

2. Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veterinair, 

3. Seksi Pelayanan Usaha Peternakan 

g. UPTD ; 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

A I 

UR AIAN TUGAS 

Bagian Pertama 
Kepala Dinas 

l'asal 3 

Uraian tugas Kepala Dinas adalah scbagai berkut: 
a merumuskan kebijakan teknis bidang psranian dan kehutanan sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
b. menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pertanin 

dan kehutanan yang meliputi percneanaan jangka pendek dan menengah sesuai dengan 
ketentuan scbagai pedoman pelaksanaan tugas; 

c. menyelenggarakan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah bidang pertanian 
dan kehutanan scsuai den.gan ketentuan agar tcrcapai sasaran dan tujuan yang telah 
direncanakan; 

d. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi bidang pertanian dan 
kehutanan sesuai ketentuan yang berlain ntuk terib administasi perinan 

e. menjabarkan perintah atasan bail secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan 
ugas; 

f. mendistribusikan tugas kepada bawahn esuai bidang tugasnya agar pekerjaan selesai tepat 
waktu, 

g. mengkoordinasikan pelaksanaan Igas dengan unit kcrja terkait untuk keterpaduan 
pelaksaaaan tugas; 

• 
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h. menyelenggarakan pengelolaan admistrasi ketatausahaan. keuangan, perlengkapan. 

kepegawaian, kehumasan, organisasi, kctatalaksanaan dan umum sesuai peraturan yang 
berlaku untuk tertib administrasi. 

i. mengorganisasikan pelaksanaan tugas masing-masing bidang dan sekretariat agar pekerjaan 
tepat waktu; 

j. mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan dengan cara memberikan petunjuk agar tugas 
menjadi terarah; 

k. memfasilitasi kegiatan masyarakat bidang tanaman pangan, peternakan, perkcbunan dan 
kehutanan sesuai peraturan yang berlaku guna terapainya sasaran program-program 
pembangunan; 

I. menyelenggarakan pelayanan umum bidang tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan 
kehutanan sesuai peraturan yang berlakn guna terciptanya pelayanan yang lebih baik; 

m. menyelenggarakan penyuluhan dan pelatihan teknis bidang tanaman pangan, peternakan, 
perkebunan qan kehutanan sesuai petunuk dan ketentuan yang herlaku guna peningkatan 
kemampuan petugas; 

n. menyelenggarakan sistem informasi bidang tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan 
kehutanan sesuai peraturan yang berlaku untuk kelanearan informasi dinas; 

o. menerapkan kegiatan penunjang yang mehputi pengembangan sumber daya manusia (SDM 
pertanian, penyuluhan pertanian, penelitian dan pengembangan teknologi pertanian, 
perlindungan varietas, sumber daya genetika (SDG), standarisasi dan akreditasi produk 
pertanian sesuai peraturan yang berlaku, 

p. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan secara rutin untuk peningkatan kinerja: 
q. menyelengarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatun bidang pertanian dan 

kehutanan secara berkala agar tencapai sasaran dan tujuan yang telah direncanakan; 
r. menyusun laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah sesuai standar akuntans 

pemerintahan sebagai hentuk pertanggyywahan pengelolaan keuangan daerah, 
s. melaksanakan pembinaan terhlap l t  Pelak sana lcknis daam Iinpknp Dina see 

intensif guna optimalisasi pelak sanaan gas, 
memberikan penilaian kinerja kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku gun 
peningkatan kinerja; 

u. membuat laporan pelaksanaan Iugas kepada atasan sesuai peraturan yang berlaku sebag 
bentuk pertanggungjawaban tugas: 

v. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan scbagai bahan pengambilan keputusan; 
w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya guna 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

Baian Kedua 
Sekretaris 

Pasal + 

Uraian tugas Sckretaris adalah sebagai berikat. 
a. menyusun rencana program kegiatan Dinas dan rencana kegiatan kesekretariatan sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tuas: 

b. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang 
tanaman pangan, peternakan, perkcbunan dan kehutanan meliputi penyusunan RP!MD. 
RKPD, program, kegiatan dan dokumen pembangunan daerah lainnya sesuai dengan 
ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, 

c. menyelenggarakan pengelolaan urusan ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian. keuangan. 
perelengkapan, organisasi dan ketatalksanaan sesuai peraturan yang berlaku untuk tertib 
administrasi; 

d. menjabarkan perintah atasan baik lisan maupun tertuhis untuk kelancaran pelaksanaan 
ugas, 

e. mengkoordinasikan penyiapan bahan rumusan kcbijakan teknis dinas dengan bidang terkait 
guna keterpaduan pelaksanaan tugas 

f. mengelola sistem akuntansi keuangan pada sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelanear an 
pelak sanaan tugas; 

g. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan selesai tepat waktu 
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h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait untuk kelancaran tugas 

terpadu; 
i. mengkoordinasikan tugas bidang terkait antuk keterpaduan pelaksanan tugas; 
j. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara memeriksa, meneliti, membimbing 

dan mengarahkan pekerjaan untuk pen:ngkatan kinerja bawahan; 
k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan secara rutin sebagai bahan penilaian kinerja; 
I. menganalisis data dan informasi kesekretariatan secara sistematis untuk disajikan kepada 

atasan; 
m. menyelenggarakan pengelolaan administrasi meliputi perencanaan, keuangan dan umum 

sesuai ketentuan guna tertib administrasi, 
n. memfasilitasi pelayanan kunjungan heria, tamu dinas dan informasi tentang kegiatan 

bidang tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan kchutanan untuk dipubikasikan dan 
didokumentasikan; 

o. melaksanakan monitoring dan evalusi kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang 
berlaku sebagai bahan penyusunan laporan, 

p. menyusun Laporan Kinerja Instansi emerintah (LAKIP), LKP/LPPD, pengawasan 
melekat, daloptan dan laporan rutin lainnya sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan 
pertanggungiawaban pelak sanaan tuga, 

q. memberikan penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan 
kinerja bawahan; 

r. membuat lwporan pelak sanaan tugas seeara berkala sebagai bentuk pertanggungiawabun; 
s. memberikan saran dan pertimt nan epada atasan sebagai bahan pengambilan kcputusun; 
t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan ragas 

Piragraf I 
Kepala Sub Bagan Perencanaan 

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan adalah sebaga berikut 
a. menyusun program kerja dan kegatan bi«dang tanaman panan. peternakan. perkehunan dan 

kehutanan yang meliputi RENSTRA. RENJA, DA. RKA dan dokumen perencanaan 
lainnya sesuai ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
menyiapk.an bahan penyusunan LAKIP'. I KPI, LPPD dan laporan lainnya sesuai dengan 
ketentuan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan {ugas, 
menganalisis data perencanaan bidang tanaman pangan, peterakan. perkeunan dan 
kehutanan secara sistematis sebagai bahar informasi kepada pihak yang membutuhkan; 
menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelak sanaan kegiatan sesuai denan b d a g  
tugasnya untuk mengetahut perk embang pelaksanaan tug. 
mengkoordinasikan pelaksanakan tugas dengan unit kera guna keterpaduan pelaksanaan 
lugas; 

menjabarkan perintah atasan baik seara lisan maupun tertulis untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 
memberikan penilaian kinerja kepada hawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk 
pemingkatan kinerja bawahan; 
membagi tugas kcpada bawahan scsuaai dengan tugasnya guna kelanearan pelaksanaan 
tugas% 

membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bentuk pertanggungiawaban; 
memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan; 
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

b 

c. 

d. 

e. 

f. 

& 

• 

h. 

1. 

J 
k 
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Paragraf 2 

Kepala Sub Bagian Keuangan 

Psal 6 

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut 
a. men usun program kerja dan kegiatan bidang pengelolaan keuangan sesuai ketentuan 

scbagai pedoman pelaksanaan tugas, 
b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai peraturan yang berlaku untuk 

tertib administrasi; 
c. meneliti kelengkapan administrasi keuangan yang diajukan oleh bendahara penerimaan dan 

pengeluaran sesuai dcngan ketentuan guna kelancaran pengelolaan keuangan; 
d. melaksanakan veritikasi dokumen euangan sesuai dengan ketentuan guna tertib 

administrasi keuangan, 
e. membuat laporan keuangan sesuai dngan ketentuan yang berlaku scbagai bahan 

penyusunan laporan keuangan daerah: 
f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang 

tugasnya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 
g. menjabarkan perintah atasan baik secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 
h. memberikan penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlakn untuk peningkatan 

kinerja bawahan; 
i. membagi tugas kepada bawahan sesua dengan tugasnya guna kelancaran pelaksanaan 

tugs: 
j. me.buat laporan pelaksanaan, tugas seeara herkala sehagai bentuk pertangpngjawahan: 
k. memberikan saran dan pertimbangan +epada atasan scaga bahan pengambilan keputusan 
I. melaksanakan tugas lain yang dibenikan oleh atasan sesuai dengan tgas pokok tan 

fungsinya untuk kelancaran pelak sanan tugas. 

aragral) 
Kepala Sub Bagian U/mum 

Pasal 7 

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum adalah sebagai berikut: 
a. menyusun program dan kegiatan bidang tanaman pangan, peternakan, perkcbunan dan 

kehutanan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kehumasan dan 
ketatalaksanaan sesuai ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mengelola ketatausahaan mehiputi surat menyurat, perjalanan dinas, pelayanan tamu. 
pelaksanaan rapat dan keprotokolan sesuai dengan ketentuan guna kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

c. mengelola ketatalaksanaan yang meliputi penataan prosedur kerja. pengaturan tata ruang. 
kcbersihan dan penggunaan seragam dinas serta penatalaksanaan lainnya sesuai dengan 
ketentuan; 

d. mengelola kepegawaian meliputi data pegawai, usulan kenaikan pangkat, usulan kenaikan 
berkaala, usulan pensiun dan urusan kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan gun 
terib administrasi; 

e. mengelola administrasi barang milik daerah sesuai dengan ketcntuan guna tertib 
administrasi; 

f. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan urusan ketatausahaan, kehumasan. 
kepegawaian, perlengkapan, dan etatlaksanan agar diperoleh kesesuaian antara 
perencanaan dan hasil. 

g menjabarkan perintah atasan baik secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas, 

h. memberikan penilaian kinerja sesu dengan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan 
kinerja bawahan; 

i. membagi tugas lcpada bawahan sesuai dengan tugasnya guna kclancaran pelaksanaan 
tugas% 

j. rembuat laporan pclaksanaan tugas secara berkala scbagai bentuk pertanggungjawaban; 

6 
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k. memberikan saran dan pertimbangan kepnda atasan sebagai bahan pengambilan keputusan; 
I. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya untuk kelancaran pelak sanaan tugas. 

Bagian Ketiga 
Kepala Bidang Tanaman Pangan 

Pass.al 8 

Uraian tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan dalah sebagai berikut: 
a. menyusun program dan kegiatan bidang tanaman pangan scsuai dengan ketentuan sebagai 

peaoman pelaksanaan tugas; 
b. merumuskan dan menetapkan pengembungan, pengelolaan lahan pertanian, sentra komoditas 

pertanian. sasaran areal tanam. penguwsan tata ruang dan tata guna lahan pertanian. 
rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian sesuai peraturan yang 
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan togas; 

c. menyelenggarakan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat 
usaha tani dan desa, bimbingan dan pengawasan pemanfaatan pemeliharaan jaringan irigasi 
dan sumber air irigasi sesuai peraturan yang berlaku guna kelanearn pelaksanaan tugs, 

d. menyelenggarakan bimbingan penyediaan, peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida, 
per gawasan pengadaan, peredaran an penggunaan pupuk dan pestisida. bimbingan 
penerapan standar mutu pupuk dan pestistda, pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan 
terhadap ketersediaan pupu dan pestsida sesuai peraturan yang berlaku guna mencukupr 
kebutuhan pupuk dan pestisida; 

e. menyelenggarakan bimbingan penerapan dan pengawasan benih, bibit tanaman. 
penyebarluasan benih dan bibit tanaman. pengelolaan, pembinaan dan pengawasan balai 
bemih sesuai peraturan yang berlaku untk pedoman pelaksanaan tugas; 

f. menyelcnggarakan bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumher 
pembiayaan/kredit agribisnis, pemberday an lembaga keangan mikro pedesaan, bimbingan 
penyusunan rencana usaha agribisnis, pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan 
pengendalian kredit sesuai peraturan yang berlaku untuk pembiayaan usaha tanaman pangan 
dan hortikultura: 

g menyelenggarakan bimbingan teknis pemantauan. pengendalian dan penanggulangan 
organisme pengganggu tanaman serta penanggulangan wabah hara dan penyakit tanaman 
sesuai peraturan yang berlaku guna meek an intensitas serangan hamna dan penyakit tanaman 
pangan dan hortikultura; 

h, mengelola dan memfasilitasi pemherin izin dan rekomendasi saha tanaman panpan dan 
hortikultura sesuai peraturan sang he iu gun, pengendalian perizinan dame taamar 
pangan dan hortikultura. 

i. menyelenggarakan bimbingan teknis pola tanam tanaman pangan dan hortikultura, 
peningkatan mutu hasil tanaman pang.an dan hortikultura dan pelestarian tanaman langka 
sesuai peraturan yang berlaku untuk peningkatan teknis budidaya tanaman pangan dan 
hortikultura; 

j. menyelenggarakan pembinaan usaha tanman pangan dan hortikultura melalui bimbngan 
kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani, pola kerjasama usaha tani, bimbingan 
pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pang.an dan 
hortikultura, kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura sesuai peraturan 
yang berlaku guna meningkatkan pembinaan usaha bidang tanaman pangan da hortikultura. 

k. menyelenggarakan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil 
tanaman pangan dan hortikultura sesuai peraturan yang berlaku guna peningkatan kualitas 
panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura; 

I. menyelenggarakan bimbingan pemasaran, promosi. penyebarluasan informasi pasar, 
pngawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura sesuai peraturan yang 
berlaku guna meningkatkan pemasaran komoditas tanaman pangan dan hortikultura; 

m. mengembangkan sarana usaha penyimpanan, pcngolahan dan pemasaran sarana produksi 
serta pemasaran hasil tanaman pangan sesuai peraturan yang berlaku guna peningkatan 
sarana usaha tanaman pangan dan hortikultura; 
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n. mengembangkan alat dan mesin pertan an sesuai peraturan yang berlaku una peningkatan 

usaha tanaman pangan dan hortikultura. 
o. merumuskan pengembangan statistik dan stem informasi tanaman pangan dan hortikultua 

sesuai peraturan yang berlaku guna pedoman pelaksanaan tugas; 
p. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas scsuai bidang tugas gun 

memperoleh kesesuaian perencanaan dan hasil; 

q. menerapkan kegiatan penunjang yang meliputi pengembangan sumber daya manusia (SDM 
pertanian, penyuluhan, penelitian dan pengembangan teknologi pertanian, perlindungan 
varietas, standarisasi dan akreditasi produk tanaman pangan sesuai peraturan yang berlaku 
guna keberhasilan program-program pertanian; 

r. menjabarkan perintah atasan baik secara lisan maupun secara tertulis untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

s. mengkoordinansikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait guna keterpaduan 
pelaksanaan tugas; 

t. mendistribusikan tugas dengan member.kan petunjuk kepada bawahan guna kelancaran 
pelak sanaan tugas, 

u. menyusun laporan pelaksanaan tugas scara berkala sebagai bahan laporan pelaksanaan 
program dan kegiatan dinas; 

v. memberikan penilaian kinerja kepada bawahan untuk meningkatkan kinerja; 
w. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan, 
x. melaksenakan tugas lain yang diberik.an oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya guna kelancaran pelaksanaan tu;as. 

Paragrafl 
Kepala Seksi Protuksi Tanaman Pangan 

P a sal 9  

Uraian tugas Kepala Seksi Produksi Tanamun Pangan adalah sebagai berikut: 
a menyusun program dan kegiatan seksi produksi tanaman pangan sesuai aturan yang beraku 

scbagai pedoman pelaksanaan tugas, 
b. melaksanakan bimbingan teknis pengunaan pupuk dan pcnerapan standar mutu pupuk 

sesuai peraturan yang berlaku ma keenkupan kcbutuhan pupuk untuk tanaman pangan dan 
hortikultura; 

e. melaksanakan bimbingan penyediaan. per.yaluran dan penggunaan pestisida dan pembinaan 

unit pelayanan pestisida serta menerapk.an standar mutu pestisida sesuai peraturan yang 
berlaku untuk mengetahui ketepatan pengunaan pestisida sesuai yang direkomendasikan: 

d. melaksanakan bimbingan penerapan pedoman perbenihan, standar mutu benih, pengaturam 
penggunaan benih, pemantauan produks benih, pengawasan perbanyakan dan pereran 
serta penggunaan benih, pengembangan sistem informasi perbenihan tanaman dan 
hortikultura, pembangunan dan pengeloiaan balai benih, pengawasan penangkar benih sesuai 
peraturan dan pedoman teknis yang herlaku guna mendapatkan kuahitas standar bemih 
tanaman dan hortikultura; 

e. melaksanakan pengamatan, identifikassi, pengendalian dan analisis dampak organisme 
penggnggu tanaman dan pelaksanaan penaggulangan wabah hama dan penyakit tanaman 
guna menekan dan mengurangr intensitss serangan; 

f, melaksanakan bimbingan teknis budidaya meliputi pola tanam. pemingkatan mutu basil 
tanaman pangan dan pelestarian tanamn langka sesuai peraturan untuk meningkatkan 
budidaya tanaman pangan dan hortikultut, 

g. melakukan analisis kebutuhan henih tnaman pangan dan horikultura sesuai rekomendai 
dan potensi guna mencukupi keutuhan bemih ntnk tanaman pangan dan hortikultura, 

h. menyiapkan data statistik tanamnan p an fan hortkultra sestut atran yang berlak 
sebagai bahan laporan dan bahan pengznbilan keputusan pimpinan. 

i. menjabarkan perintah atasan baik ear, lisan maupun secara tertulis untuk kelanearan 
pelaksanaan tugas, 

j. mengkoordinansikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait guna keterpaduan 
pelaksanaan tugas; 
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k. mendistnibusikan tugas dengan memberikan petunjuk kepada bawahan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 
l. meryusun laporan pelaksanaan tugas eara berkala sebagai bahan laporan pelaksanaan 

program dan kegiatan dinas; 
m. memberikan penilaian kinerja kepada bawahan untuk meningkatkan kinerja; 
n. memberikan saran dan pertimbangan kepda atasan sebagai bahan pengambilan keputusan; 
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya guna kelancaran pelaksanaan tugas. 

aragraf 2 

Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Air 

P' al 0 

U/raian tugas Kepala Seksi Pengelolaan L a h. n  tan ·Air adalah sebagai berikut 
a. menyusun program dan kegiatan seks pengelolaan lahan dan air sesuai peraturan yang 

berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugs, 
b. melaksanakan pengembangan lahan, pemetaan potensi dan pengawasan tata ruang serta tata 

guna lahan pertanian, penetapan sentrs kormoditas pertanian dan areal tanan sesuat 
kemampuan sumberdaya lahan yang ada scbagar pedoman pelaksanaan kegiatan; 

c, melaksanakan bimbingan teknis rehabilitasi jaringan, sumber air dan onservasi air irigasi 
serta penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani guna mencukupi 
kebutuhan air irigasi; 

d. melakukan analisis kebutuhan benih dan pupuk untuk tanaman pangan dan hortikultura 
sesuai rekomendasi dan potensi gun tercukupinya kebutuhan bemih dan pupuk untuk 
tanaman pangan dan hortikultura 

e. melaksanakan evaluasi penggunaan pupuk dan pestisida sesuai aturan yang berlaku untuk 
memantapkan kebutuhan dan ketersediaan pupuk dan pestisida, 

f, melaksanakan bimbingan dan pcngembangan sarana dan prasarana pertanian tanaman 
pangan dan hortikultura sesuai aturan yang beraku; 

g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan alat dan mesin pertanian untuk pengolahan 
lahan pertanian meliputi, pengelolaan jaa alat dan mesin serta bengkel dani pengrajin dan 
mesin pertanian sesuai rekomendasi; 

h. menjabarkan perintah atasan baik sesara lisan maupun sccata tertulis untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

i. mengkoordinansikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait guna keterpauduan 
pelaksanaan tugas; 

j. mendistnibusikan tugas dengan memherikan petunjuk kepada bawahan guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

k. menyusun laporan pelaksanaan tugus sccara berkala scbagai bahan laporan pelaksanaan 
program dan kegiatan dinas; 

I. memberikan penilaian kinerja kepada bawahan untuk meningkatkan kinerj, 
m. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan eputusan, 
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan scsuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya guna kelancaran pelak sanaan tugas. 

Paragraf 3 
Kepala Seksi Pembinaan dan Pasea Panen 

Psal I H  

L/raian tugas Kepala Seksi Pembinaan dan Pasea Panen adalah sebagai berikut; 
a. menyusun program dan kegiatan seksi pembinaan dan pasca panen sesuai aturan yang 

berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. melaksanakan bimbingan teknis pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber 
pembiayaan/kredit agribisnis, rencana uaha agribisnis, pemberdayaan lembaga keuanan 
mikre pedesaan serta pengawasan pen luran, pemanfaatan dan pengendalian kredit bidang 
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tanaman pangan dan hortikultura guna mengembangkan akses perbankan dan lembaga 
keuangan mikro di desa; 

c. memfasilitasi dan melayani pemberian izin dan rekomendasi usaha tanaman pangan dan 
hortikultura guna pengendalian terhadap izin usaha tanaman pangan dan hortikultura; 

d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan alat dan mesin pertanian untuk pengolahan 
hasil pertanian meliputi, pengelolaan jasa lat dan mesin serta bengkel dari pengrajin alat 
dan mesin pertanian sesuai rekomendasi kebutuhan; 

e. melaksanakan pengawasan, peredaran dan penggunaan pupuk, pelaksanaan peringatan dini 
dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk dan pestisida sesuai peraturan yang berlaku 
guna mencukupi kebutuhan pupuk dan pestisida; 

f. melaksanakan pembinaan usaha dan birabingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha 
tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna 
keberhasilan scktor pertania.e; 

g. melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap kelompok tani/kelompok usaha guna 
tercapainya peningkatan sumber daya manusia (SDM) petani dan berperannya fungsi 
kelompok tani sesuai peraturan yang berlau; 

h. menyiapkan bahan pembinaan teknis panen, pasea panen dan pengolahan hasil sesuai aturan 
yang berlaku guna peningkatan mutu hasil olahan tanaman pangan dan hortikultura; 

i. melaksanakan pembinaan pemasaran hasil, promosi, temu usaha, informasi pasar, dan 
pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura sesuai peraturan yang 
berlaku guna meningkatkan transaksi dan mengetahui fluktuasi harga; 

j. menjabarkan perintah atasan baik secara lisan maupun secara tertulis untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

k. mengkoordinansikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait guna keterpaduan 
pelaksanaan tugas; 

I. mendistribusikan tugas dengan memberikan petunjuk kepada bawahan guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

m. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan laporan pelaksanaan 
program dan kegiatan dinas; 

n. memberikan penilaian kinerja kepada bawahan untuk meningkatkan kinerja; 
o. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan; 
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya guna kelancaran pelaksanaan tugas. 

Bagian Keempat 
Kepala Bidang Kehutanan 

Pasal 12 

Uraian tugas Kepala Bidang Kehutanan adalah sebagai berikut: 
a. menyusun rencana program dan kegiatan bidang kehutanan sesuai peraturan yang berlaku 

guna pedoman pelaksanaan tugas; 
b. menyelenggarakan inventarisasi dan penunjukan kawasan hutan yang meliputi hutan 

produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam serta 
pembentukan wilayah pengelolaan hutan sesuai peraturan yang berlaku guna 
mengoptimalkan fungsi hutan; 

c. menyelenggarakan pembinaan teknis rencana pengelolaan dan rencana kerja usaha jangka 
panjang, jangka menengah, jangka pendek unit kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) 
scsuai dengan ketentuan guna keberhasilan perencanaan kegiatan 

d. menyelenggarakan penataan batas luar areal unit kerja pemanfaatan hutan produksi sesuai 
peraturan yang berlaku guna memaksimalkan pengelolaan hutan produksi; 

e. merumuskan pertimbangan teknis rencana pengelolaan dan rencana kerja jangka panjang., 
jangka menengah, jangka pendek unit kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) dan 
penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung sesuai peraturan yang berlaku 
guna memaksimalkan pengelolaan hutan [indung; 

f. menyelenggarakan rencana pengelolaan jangka panjang, Jangka menengah, jangka pendek 
unit kesatuan pengelolaan hutan konversasi (KPHK), cagar alam dan taman wisata alam, 
sesuai peraturan yang berlaku untuk mendapatkan hasil pengelolaan yang maksimal; 
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g. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala kabupaten 
scsuai peraturan yang berlaku untuk pengendalian hasil hutan; 

h. merumuskan perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan 
mangrove, pengelolaan daerah aliran sungai dan reklamasi hutan pada areal yang dibebani 
izin penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan; 

i. menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan hutan kota, pelaksanaan perlindungan 
hutan, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan sesuai peraturan yang 
berlaku; 
menyelenggarakan bimbingan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat kawasan 
hutan; 
menyelenggarakan penguatan kelembagaan penyuluhan kehutanan, teknis rehabilitasi hutan 
dan lahan, pemungutan hasil hutan, perlindungan dan keamanan hutan sesuai dengan 
ketentuan guna mendukung keberhasilan program kechutanan; 
menyelenggarakan pemungutan dan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak sektor 
kchutanan scsuai kewenangan dan peraturan yang berlaku; 
membina usaha-usaha bidang kehutanan sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 
menjabarkan perintah atasan baik secara lisan maupun secara tertulis untuk kelancaran 
pelak sanaan tugas; 
mengkoordinansikan pelaksanaan tugass dengan unit kerja terkait guna keterpaduan 
pelaksanaan tugas; 
mendistribusikan tugas dengan membenikan petunjuk kepada bawahan guna kelancaran 
pelak sanaan tugas; 
menyusun laporan pelaksanaan tugas sccara berkala sebagai bahan laporan pelaksanaan 
program dan kegiatan dinas; 
memberikan penilaian kinerja kepada bawahan untuk meningkatkan kinerja; 
memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan; 
melaksanakan tugas lain yang dibenikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya guna kelancaran pelaksanaan tugas. 

Paragraf I 
Kepala Seksi Produksi dan Peredaran Hasil Hutan 

Pasal 13 

Uraian Kepala Seksi Produksi dan Peredaran Hasil Hutan adalah sebagai berikut: 
a. menyusun program dan kegiatan seksi produksi dan peredaran hasil hutan sesuai peraturan 

yang berlaku guna pedoman pelaksanaan tugas; 
b. melaksanakan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung berdasar peraturan yang 

berlaku guna memperoleh data hutan yang akurat -   

c. melaksanakan usulan perubahan status dan fungsi hutan dan pembahasan status dari lahan 
milik menjadi kawasan hutan dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan; 

d. mengusulkan rancang bangun dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan 
hutan produksi serta institusi wilayah pengelolaan hutan sesuai peraturan yang berlaku; 

e. menyiapkan bahan pertimbangan teknis rencana dan rencana kerja usaha jangka panjang, 
jangka menengah, jangka pendek unit kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP), 
penataan batas luar areal unit kerja pemanfaatan hutan produksi sesuai peraturan yang 
berlaku untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut; 

f. memfasilitasi pemberian rekomendasi dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan 
produksi, pemungutan hasil hutan pada butan hak, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada 
hutan produksi, usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi 
sesuai peraturan yang berlaku untuk tertib administrasi perijinan; 

g. melakukan pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala kabupaten sesuai 
peraturan yang berlaku untuk tertib administrasi; 

h. melaksanakan pemungutan dan penatausahaan penerimaam negara bukan pajak bidang 
kehutanan sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku; 
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i. melaksanakan pembinaan pengelolaan huan hak dan aneka usaha kehutanan sesuai dengan 

potensi guna peningkatan hasil usaha kehutanan; 
j. melaksanakan pembinaan dan pcngendalian dengan memberikan bimbingan, supervisi, 

konsultasi, pemantauan dan evaluasi produksi dan peredaran hasil hutan sesuai 
kewenangannya; 

k. menjabarkan perintah atasan baik secara lisan maupun sccara tertulis untuk kelancuran 
pelaksanaan tugas; 

I. mengkoordinansikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait guna keterpaduan 
pelak sanaan tugas; 

m. mendistribusikan tugas dengan memberikan petunjuk kepada bawahan guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

n. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala scbagai bahan laporan pelaksanaan 
program dan kegiatan dinas; 

o. memberikan penilaian kinera kepada bawahan untuk meningkatkan kinerja; 
p. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan scbagai bahan pengambilan keputusan; 
q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya guna kelancaran pelaksanaan tugas. 

Paragraf 2 
Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan 

Pasal 14 

Uraian tugas Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah sebagai berikut : 
a. menyusun program dam kegiatan seksi rehabilitasi hutan dan lahan sesuai peraturan yang 

berlaku sebagai pedoman pelaksanaan lugas; 
b. menyusun sistem informasi kehutanan, numerik dan spasial sesuai peraturan yang berlaku 

untuk mempermudah informasi, 
c. menyusun rencana dan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove 

melalui penetapan lahan kritis, pertirbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan 
DAS/Sub DAS, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan tanaman 
rakyat, hutan produksi dan hutan lindung yang tidak dibebani pemanfaatan/pengelolaan 
hutan diluar kawasan hutan negara sesuai pedoman teknis yang berlaku; 

d. menyusun pertimbangan teknis rencana pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), 
pertimbangan teknis rencana, reklamasi hutan pada areal yang dibebani izin penggunaan, 
kawasan hutan, rencana dan plaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam sesuar 
pedoman teknis yang berlaku; 

e. melaksanakan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemantauan dan pengamanan 
hutan kota sesuai peraturan yang berlak untuk memberikan ruang hijau perkotaan; 

f. melaksanakan pembenihan tanaman hutan melalui inventarisasi, identifikasi serta 
pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan pengguna bibit/benih, pelak sanaan 
sertifikasi sumber benih dan mutu beth/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan 
mutu berih/bibit tanaman hutan untuk mendapatkan mutu benihbibit yang sesuai standar; 

g. melaksanakan penyuluhan bidang kehutanan melalui penguatan kelembagaan dan 
penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala kabupaten; 

h. menjabarkan perintah atasan baik secara lisan maupun secara tertulis untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

i. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait guna keterpaduan 
pelaksanaan tugas; 

j. mendistribusikan tugas dengan memberikan petunjuk kepada bawahan guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala scbagai bahan laporan pelaksanaan 
program dan kegiatan dinas; 

I. memberikan penilaian kinerja kepada bawahan untuk meningkatkan kinerja; 
m. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan scbagai bahan pengambilan keputusan. 
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan scsuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya guna kelancaran pelak sanaan tugas. 
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Paragraf 3 

Kepala Seksi Perlindungan dan Kcamanan Hutan 

Pasal 15 

Uraian tugas Kepala Seksi Perlindungan dan Keamanan Hutan adalah sebagai berikut ; 
a. menyusun program dan kegiatan seksi perlindungan dan keamanan hutan sesuai peraturan 

yang berlaku sebagai pedoman pelaksanan tugas; 
b. melakukan pengelolaan hutan lindung dalam program jangka panjang, jangka menengah dan 

jangka pendek serta penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung sesuai 
dengan peraturan yang berlaku; 

c. menyusun pertimbangan teknis rencan pengelolaan jangka panjang, jangka menengah, 
jangka pendek unit kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK) sesuai pedoman teknis 
yang berlaku; 

d. menyusun pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka panjang, jangka menengah, 
jangka pendek cagar alam dan wisata alam sesuai pedoman teknis yang bcrlaku; 

c. melaksanakan pemberian perizinan dan rekomendasi pemanfaatan kawasan hutan pada hutan 
lindung melalui pemanfaatan jasa lingkungan skala kabupaten; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengusahaan pariwisata alam pada kawasan pelestarian alam 
sesuai peraturan yang berlaku; 

g. menyiapkan bahan kegiatan lembaga konservasi sesuai peraturan yang berlaku untuk dapat 
diproses tindaklanjut; 

h. melaksanakan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani 
hak dan memberikan fasilitasi bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan 
hutan yang dibebani hak sesuai peraturan yang berlaku untuk perlindungan hutan; 

i. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan kelembagaan dan usaha 
kemitraan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan sesuai peraturan yang berlaku 
untuk meningkatkan kemampuan mas yarakat sekitar hutan; 

j. melaksanakan penyuluhan perlindungan hutan, pemberantasan hama dan penyakit, 
kebakaran hutan dan lahan, keamanan hutan, perlindungan sumber mata air serta pencegahan 
bencana alam sesuai fungsinya; 

k. melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan melalui kegiatan sipil teknis sesuai peraturan yang 
berlaku guna meningkatkan kemampuan hutan dan lahan; 

I. melaksanakan penelitian dan pengembangan kehutanan serta memfasilitasi pelayanan 
perizinan penelitian pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai 
kawasan hutan dengan tujuan khusus sesuai peraturan yang berlaku guna memperoleh hasil 
penelitian yang maksimal; 

m. menjabarkan perintah atasan baik secara lisan maupun sccara tertulis untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

n. mengkoordinansikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait guna keterpaduan 
pelaksanaan tugas; 

o. mendistribusikan tugas dengan memberikan petunjuk kepada bawahan guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

p. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan laporan pelaksanaan 
program dan kegiatan dinas; 

q. memberikan penilaian kinerja kepada bawahan untuk meningkatkan kinerja; 
r. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan; 
s. melaksanakan tugas lain yang dibenikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya guna kelancaran pelak sanaan tugas. 

Bagian Kelima 
Kepala Bidang Perkebunan 

Pasal 16 

Uraian tugas Kepala Bidang Perkebunan adalah sebagai berikut: 
a. merumuskan program dan kegiatan bidang perkebunan sesuai peraturan yang berlaku guna 

peoman pelaksanaan tugas; 
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b. merumuskan kebijakan teknis dan umum bidang perkebunan sesuai peraturan yang berlaku 

scbagai pedoman pelak sanaan tugas; 
c. mengembangkan pengelolaan lahan perkebunan, sentra komoditas perkebunan, sasaran areal 

tanan, pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan serta pengendalian lahan 
perkebunan sesuai peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

d. menyelenggarakan upaya pemanfataan dan pengembangan sumber air perkebunan, air 
permukaan dan air tanah sesuai peraturan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

e. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk, pestisida, 
penggunaan alat dan mesin perkebunan sesuai peraturan yang berlaku guna kelancaran 
pelak sanaan tugas; 

f. menyelenggarakan bimbingan penerapan dan pengawasan benih dan bibit tanaman 
perkebunan sesuai peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas; 

g. merumuskan pedoman teknis budidaya perkebunan dan pengendalian organisme 
pengganggu tanaman sesuai peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

h. menyelenggarakan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan 
pembinaan usaha perkebunan serta pemanfaatan sumber pembiayaan usaha agribisnis sesuai 
peraturan yang berlaku sebagai pedomun pelaksanaan tugas; 

i. merumuskan penerapan sistem informasi dan penyusunan data statistik perkebunan sesuai 
peraturan yang berlaku guna pedoman pelaksanaan tugas; 

j. menyelenggarakan pengembangan sumberdaya manusia dan penyuluhan perkebunan sesuai 
peraturan yang berlaku guna peningkatan kualitas sumberdaya manusia perkebunan; 

k. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan maupun petunjuk teknis 
bidang perkebunan sesuai peraturan yang berlaku sebagai bahan laporan, 

I. menjabarkan perintah atasan baik secara lisan maupun secara tertulis untuk kelancaran 
pelak sanaan tugas; 

m. mengkoordinansikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait guna keterpaduan 
pelak sanaan tugas; 

n. mendistribusikan tugas dengan memberikan petunjuk kepada bawahan guna kelancaran 
pelak sanaan tugas; 

o. mcnyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan laporan pelaksanan 

program dan kegiatan dinas; 
p. memberikan penilaian kinerja kepada bawahan untuk meningkatkan kinerja; 
q. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan; 
r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas guna kelancaran pelaksanaan 

tugas. 

Pragraf I 
Kepala Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan 

Pasal 17 

Uraian tugas Kepala Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan adalah sebagai berikut: 
a. menyusun program dan kegiatan seksi pengembangn usaha perkebunan sesuai aturan yang 

berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
b. menyiapkan bahan pembinaan dan bimnbingan teknis panen, pasca panen, pengolahan hasil 

dan peningkatan mutu hasil perkebunan sesuai aturan yang berlaku guna peningkatan mutu 
hasil olahan perkebunan; 

c. melaksanakan bimbingan teknis penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit 
penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan untuk menjaga standar mutu pengolahan; 

d. melaksanakan bimbingan teknis pembinaan usaha dan kelembagaan usaha tani serta 
penerapan kemitraan usaha perkebunan sesuai peraturan yang berlaku; 

e. melaksanakan bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumbr 
pembiayaan/kredit agribisnis, penyusunan rencana usaha agribisnis, pemberdayaan lembaga 
keuangan mikro pedesaan serta pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian 
kredit bidang perkebunan sesuai peraturan yang berlaku guna mengakses permodalan; 

f. melakukan pemberian izin dan rekomendasi usaha perkebunan sesuai aturan yang berlaku 
guna ketertiban administrasi perijinan perkebunan; 
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g. nelaksanakan upaya promosi, temu usaha, pemasaran hasil dan penyebarluasan informasi 

harga komoditas perkebunan sesuai peraturan yang berlaku guna meningkatkan pemasaran 
komoditas perkebunan; 

h. menjabarkan perintah atasan baik secara lisan maupun secara tertulis untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

i. mengkoordinansikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait guna keterpaduan 
pelaksanaan tugas; 

j. mendistribusikan tugas dengan membenikan petunjuk kepada bawahan guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan laporan pelaksanaan 
program dan kegiatan dinas; 

I. memberikan penilaian kinerja kcpada bawahan untuk meningkatkan kinerja, 
m. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan; 
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya guna kelancaran pelak sanaan tugas. 

Paragraf 2 
Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan 

Pasal 18 

Uraian tugas Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan adalah sebagai berikut: 
a. menyusun program dan kegiatan seksi perlindungan tanaman perkebunan sesuai peraturan 

yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas; 
b. melaksanakan bimbingan teknis perlindungan tanaman perkebunan sesuai ketentuan yang 

berlaku guna peningkatan produksi komoditas perkebunan; 
c. melaksanakan kebijakan penggunaan pestisida dan penerapan standar mutu pestisida, serta 

pengembangan unit usaha pelayanan pestisida guna mengetahui kebutuhan dan peredaran 
pestisida; 

d. melaksanakan pengamatan, identifikasi. pemetaan, pengendalian dan analisis dampak 
kerugian organisme pengganggu tanaman (OPT) serta pengendalian hara terpadu (PHT) 
sesuai dengan ketenruan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

e. melaksanakan upaya dukungan pengendlian, pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan 
wabah hama dan penyakit menular pada tanaman perkebunan sesuai peraturan yang berlaku 
untuk peningkatan produksi perkebunan; 

f. melaksanakan pengawasan peredaran bahan tanam/bibit, pupuk dan pestisida sesuai 
ketentuan yang berlaku untuk mengetahui dengan jelas peredarannya; 

g. menjabarkan perintah atasan baik secara lisan maupun secara tertulis untuk kelancaran 
pelak sanaan tugas; 

h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait guna keterpaduan 
pelaksanaan tugas; 

i. mendistribusikan tugas dengan memberikan petunjuk kepada bawahan guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

j. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan laporan pelaksanaan 
program dan kegiatan dinas; 

k. memberikan penilaian kinerja kepada bawahan untuk meningkatkan kinerja, 
I. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan, 
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan olch atasan sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya guna kelancaran pelaksanaan tugas. 

Paragraf 3 
Kepala Seksi l'roduksi Perkebunan 

Pasal I9 

Uraian tugas Kepala Seksi Produksi Perkebunan adalah sebagai berikut: 
a menyusun program dan kegiatan seksi produksi perkebunan sesuai aturan yang berlaku 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
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b. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengkajian dan penyiapan paket teknologi, 

benih dan bibit tanaman perkebunan dan scsuai aturan dan rekomendasi yang berlaku guna 
peningkatan produksi komoditas perkebunan; 

c. menganalisis kebutuhan benih dan pupuk untuk tanaman perkebunan sesuai peraturan yang 
berlaku guna mencukupi kebutuhan benih dan pupuk; 

d. menyiapkan bahan penentuan areal dan sasaran produksi perkcbunan sesuai potensi dan 
kondisi wilayah guna peningkatan produksi perkebunan; 

e. menyiapkan bahan pembinaan perbenihan dan perbibitan, budidaya dan penggunaaan pupuk 
sesuai aturan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, 

f. melakukan pembinaan dan pengawassn penangkar benih dan bibit perkebunan serta 
pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

g. melaksanakan pembinaan, penerapan dan pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai 
kebutuhan guna mencukupi kebutuhan alat dan mesin perkebunan; 

h. menyiapkan bahan untuk pengembangan sumberdaya manusia pertanian tentang komoditas 
perkebunan sesuai aturan yang berlaku guna peningkatan kualitas sumberdaya manusia 
pertanian; 

i. menyiapkan data statistik perkebunan sesuai aturan yang berlaku sebagai bahan laporan dan 
bahan pengambilan keputusan pimpinan; 

j. menjabarkan perintah atasan baik secara lisan maupun seccara tertulis untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

k. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait guna keterpaduan 
pelak sanaan tugas; 

l. mendistribusikan tugas dengan memberikan petunjuk kepada bawahan guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

m. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan laporan pelaksanaan 
program dan kegiatan dinas; 

n. memberikan penilaian kinerja kepada bawahan untuk meningkatkan kinerja; 
o. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan; 
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya guna kelancaran pelaksanaan tugas 

Bagian Keenam 
Kepala Bidang Peternakan 

Pasal 20 

Uraian tugas Kepala Bidang Peternakan adalah sebagai berikut : 
a. menyusun program dan kegiatan bidang peternakan sesuai ketentuan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 
b. menetapkan kawasan peternakan mencakup pemetaan potensi peternakan, kawasan 

peterak.an, lahan hijauan pakan dan peogawasan kawasan peterakan sesuai peraturan yang 
berlaku scbagai pedoman pelaksanaan tugas; 

c. menyelenggarakan penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan 
serta kesehatan masyarakat veterinair scsuai peraturan yang belaku untuk mencukupi 
kebutuhan alat dan mesin peternakan serta kesehatan hewan; 

d. menyelenggarakan bimbingan pemanfataan air untuk peternakan dan kesehatan hewan 
sesuai peraturan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

e. menyelenggarakan bimbingan penerapan kebijakan obat hewan, vaksin dan sediaan biologis 
sesuai peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas; 

f. merumuskan penerapan teknolog penggunaan dan peredaran pakan ternak sesuai ketentuan 
yang berlaku untuk kelancaran pelaksanan tugas; 

g menyelenggarakan pengawasan mutu bibit terak dan pakan ternak berdasarkan ketentuan 
yang berlaku agar sesuai dengan standarisasi; 

h. merumusk.an kebijakan pemanfaatan umber-sumber pembiayaan/kredit program, bimbingan 
penyusunan rencana usaha agribisnis, pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan, 
bimbingan dan pengawasan p.nyaluran serta pemanfaatan kredit program sesuai peraturan 
yang berlaku guna mendekatkan petani peternak dengan akses pembiayaan, 

16 



http://jdi h.pemalangkab.go.id/ 

i. merumuskan kebijakan teknis kesebatan hewan (keswan) dan kesehatan masyarakat 
veteriner sesuai peraturan yang berlaku untuk menciptakan keschatan hewan dan kesehatan 
masyarakat veteriner sesuai standar teknis; 

j. menyelenggarakan bimbingan teknis penyebaran dan pengembangan peternakan sesuai 
peraturan yang berlaku agar penyebaran dan pengembangan peternakan dapat optimal; 

k. menyclenggarakan penerapan dan bimbingan pembinaan usaha dan sarana usaha bidang 
peternakan sesuai standar teknis guna meningkatkan kegiatan usaha bidang peternakan; 

I. menyelenggarakan bimbingan teknis penanganan panen, pasca panen, pcngolahan hasil dan 
pemasaran ternak sesuai standar yang berlaku guna meningkatkan kualitas hasil dan 
meningkatkan pemasaran; 

m. merumuskan pengembangan, penerapan sistem statistik dan informasi peternakan dan 
kesehatan hewan sesuai peraturan yang berlaku guna pedoman pelaksanaan tugas; 

n. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan maupun petunjuk teknis 
bidang peternakan sesuai peraturan yang berlaku sebagai bahan laporan; 

o. menjabarkan perintah atasan baik secara lisan maupun secara tertulis untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

p. mengkoordinansikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait guna keterpaduan 
pelaksanaan tugas; 

q. mendistribusikan tugas dengan memberikan petunjuk kepada bawahan guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

r. menyusun laporan pelaksenaan tugas secara berkala sebagai bahan laporan pelaksanaan 
program dan kegiatan dinas; 

s. memberikan penilaian kinerja kepada bewahan untuk meningkatkan kinerja; 
t. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan; 
u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya guna kelancaran pelaksanaan tugas 

Paragraf I 
Kepala Seksi Produksi Peternakan 

Pasal 2I 

Uraian tugas Kepala Seksi Produksi Peterakan adalah sebagai berikut: 
a. mcnyusun program dan kegiatan seksi produksi peternakan berdasarkan peraturan yang 

berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas, 
b. menyiapkan bahan penetapan kawasan petemakan, peta potensi peternakan. pengembangan 

hijaun pakan ternak, penetapan padang penggembalaan dan bimbingan penetapan kawasan 
petemak.an; 

c. melaksanakan bimbingan tcknis perbibitan terak dan produksi temak sesuai petunjuk teknis 
yang berlaku guna peningkatan produksi ternak; 

d. melaksanakan kegiatan pelatihan inseminasi buatan, pencatatan administrasi dan 
pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan sesua petunjuk teknis untuk mendapatkan ternak 
unggul; 

e. melaksanakan bimbingan budidaya ternak, seleksi ternak bibit, registrsi ternak bibit, 
penerapan standar perbibitan dan pengawasan mutu bibit sesuai ketentuan yang berlaku 
guna peningkatan produksi ternak; 

f. melaksanakan bimbingan produksi pakan ternak, penerapan teknologi pakan ternak, standar 
mutu pakan ternak dan pengawasan peredaran pakan ternak sesuai peraturan yang berlaku 
untuk mendapatkan pakan terak yang sesuai standar mutu; 

g. melaksanakan penerapan penggunaan alat dan mesin peternakan sesuai kewenangannya 
guna mencukupi dan mengembangkan kebutuhan alat dan mesin produksi petemakan; 

h. melaksanakan pengembangan informasi peternakan melalui pengumpulan, pengolahan, dan 
analisis data peterakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan data informasi 
peternakan yang akurat; 

i. melaksanakan bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan sesuai petujuk teknis yang 
berlaku; 

j. menjabarkan perintah atasan baik secara lisan maupun secara tertuhis untuk kelancaran 
pelak sanaan tugas; 
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k. mengkoordinansikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait guna keterpaduan 
pelaksanaan tugas; 

I. mendistribusikan tugas dengan memberikan petunjuk kepada bawahan guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

m. menyusun laporan pelaksanaan tugas sccara berkala scbagai bahan laporan pelaksanaan 
program dan kegiatan dinas; 

n. memberikan penilaian kinerja kepada bawahan untuk meningkatkan kinerja; 
o. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan; 
p. melaksanakan tugas lain yang diberikun oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya guna kelancaran pelaksanaan tugas. 

Paragraf 2 
Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veterinair 

Pasal 22 

Uraian tugas Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veterinair adalah sebagai berikut 
a. menyusun program dan kegiatan seksi keschatan hewan dan masyarakat veterinair sesuai 

peraturan yang berlaku untuk pedoman pelak sanaan tugas; 
b. melaksanakan bimbingan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veterinair, penerapan 

teknologi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veterinair sesuai pedoman teknis yang 
berlaku guns peningkatan derajat keschatan hewan dan keschatan masyarakat veterinair; 

c. melaksanakan pemberian perizinan/rekomendasi meliputi : izin praktek dokter hewan, izin 
laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet, izin usaha obat hewan tingkat depo, toko, 
kios dan pengecer obat hewan, poultry shop dan pet shop, pemberian surat keterangan asal 
hewan dan produk hewan, surat keterangan kesehatan bahan asal tcrak dan hasil bahan asal 
ternak, merckomendasi instalasi karantina hewan, bimbingan standar teknis unit usaha 
produk pangan asal hewan, bimbingan pelaksanaan penerapan Nomor Kontrol Veteriver 
(NKV) sesuai peraturan dan pedoman teknis yang berlaku guna pemantauan, pengawasan 
dan pengendalian perizinan bidang keschatan hewan dan masyarukat veterinair; 

d. melaksanakan upaya pengembangan obat hewan mencakup identifikasi dan inventarisasi 
kebutuhan obat hewan, penerpan mutu obat hewan dan pengawasan penggunaan obat 
hewan; 

e. men;abarkan perintah atasan baik secara lisan maupun secara tertulis untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

f. mengkoordinansikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait guna keterpaduan 
pelaksanaan tugas; 

g. mendistribusikan tugas dengan memberikan petunjuk kepada bawahan guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

h. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan laporan pelak sanaan 
program dan kegiatan dinas; 

i. memberikan penilaian kinerja kepada bawahan untuk meningkatkan kinerja; 
j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan, 
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya guna kelancaran pelaksanaan tugas. 

Paragraf 
Kepala Seksi Pelayanan Usaha Peternakan 

asal 23 

Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Usaha F'eternakan adalah sebagai berikut: 
a. menyusun program dan kegiatan seksi pelayanan usaha peternakan sesuai peraturan yang 

berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas, 
b. melaksanakan bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis, pemberdayaan lembaga 

keuangan mikro pedesaan, pengawasan penyaluran dan pemanfaatan kredit usaha sesuai 
peraturan yang berlaku guna mendekatkan petani peterak dengan akses pembiayaan; 

c. melaksanakan pemberian perizinan/rekomendasi meliputi : izin usaha budidaya peternakan, 
usaha budidaya hewan kesayangan, pembuatan/peredaran alat dan mesin peternakan, usaha 
Rumah Potong Hewan/ Rumah Potong Unggas dan pendaftaran usaha peternakan sesuai 
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peruaturan dan pedoman teknis yang berlaku guna pemantauan, pangawasan dan pengendalia 
perizinan; 

d. melaksanakan inventarisasi budideya peternakan, budidaya hewan kesayangan, 
pembuatan/percdaran alat dan mesin peternakan, rumah potong hewan/rumah potong 
unggas, usaha pengolahan produk peternakan dan kelembagaan usaha tani ternak sebagai 
bahan informasi dan tindak lanjut; 

e. melaksanakan bimbingan pengolahan hasil peternakan, pengelolaan unit pengolahan, alat 
transportasi, unit penyimpanan bahan asal hewan, kelembagaan usaha tani ternak dan 
kerjasama kemitraan usaha petemnakan; 

f. memberikan bimbingan teknis usaha agribisnis peternakan, pemasaran hasil, promosi 
komoditas peternakan, penycbarluasan informasi pasar sesuai peraturan yang berlaku guna 
peningkatan usaha dan pemasaran komoditas petemakan; 
melaksanakan bimbingan panen, pasca panen dan pengolahan hasil panen sesuai petunjuk 
teknis guna peningkatan kualitas; 
melaksanakan pengawasan penyaluran dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan'kredit 
program sesuai peraturan yang berlaku agar tepat sasaran; 
melaksanakan pengawasan kerjasama'kemitraan antar lembaga kerjasama/kemitraan 
petermnakan agar petani peterak peserta kemitraan tidak dirugikan; 
menjabark.an perintah atasan baik seara lisan maupun secara tertulis untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 
mengkoordinansikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait guna keterpaduan 
pelaksanaan tugas; 
mendistribusikan tugas dengan memberikan petunjuk kepuada bawahan guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 
menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan laporan pelaksanaan 
program dan kegiatan dinas; 
memberikan penilaian kinerja kepada bawahan untuk meningkatkan kinerja; 
memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan; 
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan gas pokok dan 
fungsinya guna kelancaran pelaksanaan tugas 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 24 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 43 
Tahun 2004 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kehutanan dan 
Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang ( Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 
Nomor 52 ) dan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pedoman Uraian 
Tugas Jabatan Struktural Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pemalang 
(Lerabaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 53 ), dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 
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Pasal 25 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang. 

. ACHROES 

Ditetapkan di Pemalang 

pada 15 Desember 2008 

JPAT PEMALANG, 
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Diundangkan di Pemalang 
pada tanggal 15 Desember 2008 

PIL. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PEMALANG 
. ,  

._-A, 
/ 

I - - - 

( � (  
:.l .. hl '\.I' 11 

i 0 4 t u  

•  
'  '  -, 

BERITA DAERAH 
--- 

' 

• 
• 

20 


